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ABSTRACT

Forest and land fires occur almost every year in Indonesia. They  dominantly befall in Sumatra and Kalimantan. 
Most of the fire incidents in Indonesia are caused by anthropogenic factors. Moreover, practices of land management 
are indicated to have a strong relationship to the fires. Village-based fire control becomes one of approaches 
applied by the government. This study is conducted to reveal relational characteristics between village-based land 
management practices and fire events, principally in peatland areas, with a focused area in Kalimantan. Practices 
of land management will be analised  by the characteristics of existing official land use, while fire events will 
be identified by the existence and intensity of hotspots. The method applied in this research is spatio-temporal 
analysis based on fire density analysis. Fire incidents occur from July to November, with the peak point occurrence 
is in September. Area in unmanaged land has increased the potency of fire events than in forest type and in other 
managed land cover types. Fires located in peatland also generate potential of fires significantly than in mineral 
land. Further, land cover and land type aspects together with village fire density can be employed as the priority in 
implementing policy on village-based fire control.

Keywords: Fires density; village; peat; land cover; unmanaged land.

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun melanda wilayah Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan 

Kalimantan. Sebagian besar kejadian kebakaran di Indonesia disebabkan faktor manusia (anthropogenic). Selain 

itu, praktik pengelolaan lahan juga diyakini mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kejadian kebakaran. 

Salah satu pendekatan yang didorong pemerintah dalam upaya menekan terjadinya kebakaran adalah pengendalian 

kebakaran hutan berbasis tapak/desa. Studi ini dimaksudkan untuk mengungkap karakteristik hubungan praktik 

pengelolaan lahan berdasarkan satuan luasan desa dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan, terutama di 

lahan gambut, dengan fokus lokasi studi di Pulau Kalimantan. Praktik pengelolaan lahan akan didekati dengan 

karakteristik tipe penutupan lahan yang ada, sementara kejadian kebakaran diidentifikasi melalui keberadaan 
dan intensitas titik api (hotspot). Metode yang digunakan berupa spatio-temporal analysis berdasarkan pada 

analisis kerapatan kebakaran (fire density analysis). Kebakaran terjadi pada bulan Juli-November, dengan puncak 

kebakaran pada bulan September. Lahan yang tidak dikelola/terlantar meningkatkan potensi terjadinya kebakaran 

jika dibandingkan dengan tipe penutupan lahan yang dikelola secara intensif maupun penutupan hutan. Kejadian 

kebakaran di lahan gambut juga semakin meningkatkan potensi kebakaran secara signifikan dibandingkan 
kebakaran di tanah mineral. Lebih jauh, aspek penutupan lahan dan tipe lahan serta tingkat kerapatan kebakaran 

pada suatu desa dapat digunakan dalam prioritasisasi implementasi kebijakan pengendalian kebakaran berbasis 

desa. 

Kata kunci: Kerapatan kebakaran; desa; gambut; penutupan lahan; lahan terlantar.
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I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan 

suatu bencana nasional yang terjadi hampir 

setiap tahun di Indonesia (Budiningsih, 2017; 

Thoha, Saharjo, Boer, & Ardiansyah, 2019). 

Tercatat kejadian kebakaran sudah mulai 

terjadi sejak tahun 1980-an  dan semakin 

sering intensitas kebakarannya, setidaknya 

dalam dua dekade terakhir (Sloan, Locatelli, 

Wooster, & Gaveau, 2017).

Dampak negatif kebakaran telah banyak 

dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk 

negara tetangga semisal Singapura dan 

Malaysia. Kebakaran mengakibatkan 

kerugian besar hampir di seluruh aspek 

kehidupan, baik ekonomi (Khalwani & 

Syaufina, 2015; Tacconi, 2016; Nugraha, 
Fauzi, & Ekayani, 2019), sosial (Pasai, 2020), 

kesehatan (Tacconi, 2016; Wulan & Subagio, 

2016; Pasai, 2020), maupun lingkungan 

(Khalwani & Syaufina, 2015; Tacconi, 2016; 
Ratnaningsih & Prastyaningsih, 2017). 

Dampak kebakaran yang dibarengi dengan 

bencana asap (Yuliarti & Irdayanti, 2016) 

juga telah masuk ke aspek politik (Ardhian, 

Adiwibowo, & Wahyuni, 2016), di antaranya 

terkait hubungan internasional dengan negara 

tetangga, utamanya Singapura dan Malaysia 

(Syaufina, 2017; Pasai, 2020). Asap ini 
biasanya merupakan jenis kebakaran yang 

terjadi di lahan gambut (Syaufina, 2017).
Faktor penyebab terjadinya kebakaran 

relatif cukup beragam, salah satu di antaranya 

merupakan faktor manusia (antrophogenic) 

(Oliveira, Pereira, San-Miguel-Ayanz, & 

Lourenço, 2014; Cattau et al., 2016; Thoha et 

al., 2019; Edwards, Naylor, Higgins, & Falcon, 

2020). Faktor pengaruh manusia seringkali 

dikaitkan dengan praktik pengelolaan 

lahan (Oliveira et al., 2014; Miettinen, Shi, 

& Liew, 2017) seperti penyiapan lahan 

dengan cara dibakar (Syaufina, 2017). Di 
sisi lain, terdapat pemikiran bahwa lahan 

yang dikelola dan mempunyai potensi 

keuntungan finansial dianggap lebih kecil 
risiko terjadinya kebakaran (Oliveira et al., 

2014; Thoha, Saharjo, Boer, & Ardiansyah, 

2014). Hal ini dikarenakan aset tersebut akan 

dijaga dan dikelola secara sungguh-sungguh 

untuk menghindari kerusakan/kerugian, salah 

satunya dari ancaman kebakaran. 

Berkaitan dengan itu, studi ini dimaksudkan 

untuk mengungkap hubungan antara 

praktik pengelolaan lahan dengan kejadian 

kebakaran. Praktik pengelolaan lahan akan 

didekati dengan tipe penutupan lahan, 

sementara kejadian kebakaran diidentifikasi 
melalui keberadaan dan intensitas titik api 

(hotspot) (Thoha et al., 2014; Oliveira et 

al., 2014, Miettinen et al., 2017; Syaufina & 
Sitanggang, 2018; Pasai, 2020). Selain itu, 

studi ini juga mencoba untuk memperlihatkan 

variasi karakteristik kebakaran yang terjadi 

di lahan gambut ataupun mineral, termasuk 

tingkat potensi ancaman kebakaran di kedua 

tipe lahan tersebut. 

Tidak jarang penyampaian informasi 

kejadian kebakaran dinyatakan dalam bentuk 

besarnya kebakaran atau jumlah hotspot dalam 

suatu wilayah, misalnya luas kebakaran di 

Pulau Kalimantan (Kumalawati & Nasruddin, 

2019) atau jumlah hotspot di Riau (Afriyani 

& Purwaningsih, 2019). Hal tersebut, dalam 

konteks tertentu, seringkali tidak menunjukkan 

tingkat kerentanan/ancaman dari kejadian 

kebakaran dalam perspektif yang (relatif) 

setara karena tergantung pada luasan area 

yang berbeda. Untuk menunjukkan gambaran 

tingkat kejadian kebakaran atau jumlah hospot 

yang (relatif) setara antar-lokasi, dalam 

studi ini akan menggunakan nilai kerapatan 

kebakaran (fire density) yang relatif terhadap 

suatu luasan tertentu. Semakin tinggi tingkat 

kerapatan hotspot mengindikasikan potensi 

ancaman terjadinya kebakaran semakin besar 

(Oliveira et al., 2014; Thoha et al., 2014; 

Miettinen et al., 2017). 

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi dilakukan mencakup Pulau 

Kalimantan di mana seluruh provinsi di 

Kalimantan termasuk ke dalam kategori 
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rawan kebakaran hutan dan lahan. Hampir 

setiap tahun terjadi kebakaran di Kalimantan. 

Selain itu, faktor lahan gambut yang ada di 

Pulau Kalimantan juga menjadi salah satu 

pertimbangan pemilihan lokasi studi. 

Penelitian ini mengambil titik waktu 

pengamatan tahun 2019 di mana pada tahun 

tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan 

dengan skala yang cukup besar. Pengumpulan 

dan analisis data dilakukan pada bulan Maret 

sampai Juli 2020.

B. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

terutama berupa data spasial, meliputi titik 

panas (hotspot), penutupan lahan, dan sebaran 

gambut. Data penutupan lahan bersumber 

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK), sementara sebaran 

gambut mengacu peta Balai Besar Sumber 

Daya Lahan dan Pertanian (BBSDLP) 

Kementerian Pertanian. Data hotspot 

berdasarkan pada satelit MODIS dari https://

firms.modaps.eosdis.nasa.gov/. 
Untuk melihat intensitas dan sebaran 

kejadian kebakaran, dilakukan dengan 

pendekatan data titik panas (hotspot) (Oliveira 

et al., 2014; Miettinen et al., 2017; Syaufina 
& Sitanggang, 2018). Data hotspot yang 

digunakan merupakan hotspot dengan tingkat 

kepercayaan ≥30% (Thoha et al., 2014; 

Indradjad, Purwanto, & Sunarmodo, 2019). 

Data hotspot ≥30% termasuk dalam kelas 
nominal sampai tinggi di mana menunjukkan 

tingkat prediksi kejadian kebakaran yang 

cukup tinggi di lapangan dan memerlukan 

tindakan yang menuntut kewaspadaan (Giglio, 

Schroeder, & Justice, 2016; Lapan, 2016). 

Klasifikasi hotspot disajikan pada Tabel 1.

Data penutupan lahan menggunakan 

data tahun 2018 yang bersumber dari 

KLHK. Penggunaan data tersebut dengan 

pertimbangan untuk mengetahui kondisi 

penutupan lahan di wilayah Kalimantan 

sebelum terjadinya kebakaran tahun 2019. 

Data penutupan lahan KLHK terdiri dari 

23 kelas penutupan lahan (Peraturan 

Dirjen Planologi Kehutanan, 2015). Untuk 

keperluan analisis studi ini maka terhadap 

data 23 kelas penutupan lahan, dilakukan 

penyesuaian pengkelasan lebih lanjut. Hal 

ini dilakukan untuk menggeneralisasi tipikal 

penutupan lahan yang sesuai dengan tujuan 

studi ini (Miettinen et al., 2017). Penyesuaian 

klasifikasi penutupan lahan dikategorikan 
menjadi lima kelas yaitu hutan, hutan 

tanaman, lahan dikelola, lahan tidak dikelola, 

dan penutupan lainnya. Klasifikasi ini juga 
digunakan untuk membedakan tipe penutupan 

lahan berdasarkan jenis lahannya yaitu lahan 

mineral dan gambut.

Secara keseluruhan, metode analisis yang 

digunakan yaitu spatio-temporal analysis, 

untuk menunjukkan sebaran karakteristik 

kebakaran yang terjadi, baik secara spasial 

(ruang) maupun temporal (waktu) (Thoha et 

al., 2014; Miettinen et al., 2017; Syaufina & 
Sitanggang, 2018; Thoha et al., 2019). Untuk 

menunjukkan tingkat kebakaran yang terjadi, 

dilakukan dengan analisis kerapatan (density 

analysis) kejadian kebakaran (Miettinen 

et al., 2017; Thoha et al., 2019). Kerapatan 

kebakaran mencerminkan eskalasi kebakaran 

secara relatif pada suatu area atau luasan 

tertentu. Hal ini dimaksudkan, kerapatan 

kebakaran yang terjadi pada suatu tipe lahan 

dan/atau penutupan lahan akan menunjukkan 

tingkat relativitas yang setara karena dilakukan 

berdasarkan luas area yang sama (Miettinen 

et al., 2017). Studi ini menggunakan luas 

cakupan area yang digunakan untuk analisis 

kerapatan relatif setara dengan luas rerata 

desa di Pulau Kalimantan yaitu ±7.500 ha. 
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Tabel 1 Klasifikasi informasi hotspot

Table 1 Classification of hotspot

Tingkat kepercayaan

(Confidence interval) 
(C)

Kelas 

(Class)

Tindakan

(Response)

0%≤C<30% Rendah Perlu 

diperhatikan

30%≤C<80% Nominal Waspada

80%≤C<100% Tinggi Segera 

penanggulangan

Sumber (Source): Lapan (2016).
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Selanjutnya dilakukan analisis spasial 

(spatial analysis) dengan cara menumpang-

susunkan (overlay) antara peta kerapatan 

relatif hotspot/kebakaran dengan peta 

(penyesuaian kelas) penutupan lahan dan 

peta sebaran gambut (Miettinen et al., 2017; 

Thoha et al., 2019). Hal ini dilakukan untuk 

memperlihatkan hubungan antar-aspek dan 

karakteristik kejadian kebakaran di lokasi 

studi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Umum Spasial 

dan Temporal Kebakaran dan 

Kerapatannya 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

diperoleh sebaran dan kerapatan kebakaran 

tahun 2019 di Kalimantan (Lampiran 1). 

Secara keseluruhan, intensitas kejadian 

kebakaran (hotspot) di seluruh Kalimantan 

pada tahun 2019 terjadi di 36.383 titik. Titik 

kejadian kebakaran tidak hanya mencerminkan 

kejadian kebakaran yang terpisah satu sama 

lain namun juga menggambarkan kejadian 

kebakaran yang masih berlangsung dan/atau 

belum dapat dipadamkan (Miettinen et al., 

2017). Secara total, Provinsi Kalimantan 

Tengah dan Kalimantan Barat merupakan dua 

provinsi yang tercatat mengalami kebakaran 

tertinggi di Kalimantan, berturut-turut sebesar 

17.730 dan 10.524 hotspot. Kedua provinsi 

ini mengambil proporsi hampir 80% kejadian 

kebakaran di seluruh Kalimantan. Adapun 

pola distribusi temporal kejadian kebakaran 

sebagaimana tersaji pada Gambar 1.

Besaran kejadian kebakaran (hotspot) 

tersebut ternyata tidak menunjukkan tren yang 

serupa ketika melihat kerapatan kebakaran 

pada luasan relatif setingkat wilayah desa. 

Provinsi Kalimantan Tengah masih menjadi 

yang paling tinggi angka kebakarannya 

yaitu sebesar 9 HS/desa dengan jumlah 

keseluruhan desa sebanyak 1.571 desa. 

Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi 

dengan kerapatan kebakaran tertinggi kedua 

yaitu sebesar 7 HS/desa dengan 1.869 desa, 

meskipun secara keseluruhan kejadian historis 

kebakaran (hotspot) Kalimantan Barat menjadi 

provinsi tertinggi kedua. Tingginya angka 

kerapatan kebakaran di Kalimantan Selatan 

jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat 

karena luas wilayah Provinsi Kalimantan 

Selatan ’hanya’ sekitar ¼ wilayah Kalimantan 

Barat, sedangkan intensitas kebakaran yang 

terjadi juga cukup tinggi. Secara keseluruhan 

Kalimantan, tingkat kerapatan kebakaran 

yang terjadi pada suatu desa sebesar 5 HS.

Dari sisi temporal kejadian kebakaran 

(Lampiran 1), seluruh provinsi di Kalimantan 

memperlihatkan pola yang serupa di mana 

kebakaran terjadi di antara bulan Juli 

sampai November dengan puncak kejadian 

kebakaran pada bulan September. Namun 

demikian, magnitudo puncak kebakaran 

Provinsi Kalimantan Tengah memperlihatkan 

perbedaan yang cukup signifikan 
dibandingkan dengan empat provinsi lainnya, 

bahkan hampir dua kali lipat jika dibandingkan 

dengan kebakaran di Kalimantan Barat 

yang merupakan provinsi dengan kejadian 

kebakaran tertinggi kedua. Studi Miettinen et 

al. (2017) juga menyatakan bahwa distribusi 

temporal kebakaran di semenanjung 

Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan terjadi 

pada bulan Juli sampai November dengan 

puncak kebakaran pada bulan September dan 

Oktober.

B. Karakteristik dan Kerapatan 

Kebakaran Berdasarkan Tipe Lahan

Sebaran dan intensitas kebakaran tahun 

2019 yang terjadi di Kalimantan tersaji 

dalam Tabel 2. Informasi sebaran kebakaran 

ini untuk melihat karakteristik kejadian 

kebakaran menurut tipe lahannya, berupa 

kejadian kebakaran di lahan mineral dan 

gambut. Secara total, luas lahan gambut di 

Kalimantan ’hanya’ sekitar 9% dari luas 

wilayah Kalimantan dengan luasan mendekati 

5 juta ha. Sekitar 90% lahan gambut tersebut 

berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan 

Barat. Lahan gambut di Kalimantan Tengah 

mengambil proporsi lebih dari setengah 
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luas lahan gambut keseluruhan di Pulau 

Kalimantan (lebih kurang seluas 2,8 juta ha 

atau 57%).

Berdasarkan analisa data hotspot, kejadian 

kebakaran permukaan di lahan gambut 

sebesar 45% (16.335 HS) dari total kejadian 

kebakaran di seluruh Kalimantan. Proporsi 

kebakaran permukaan di lahan gambut yang 

hampir mencapai separuh kejadian kebakaran 

menunjukkan fakta yang harus menjadi 

perhatian serius jika melihat bahwa proporsi 

luas gambut tidak lebih dari sepersepuluh luas 

keseluruhan Kalimantan. Kejadian kebakaran 

di lahan gambut menunjukkan tingkat 

ancaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

di lahan mineral, dengan tingkat perbedaan 

mencapai 4-10 kali lipat (Miettinen et al., 

2017).

Lebih spesifik lagi, dari catatan kejadian 
kebakaran permukaan di lahan gambut 

tersebut, lebih dari 95% terjadi hanya di 

dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Barat, masing-masing mencapai 

11.758 HS (72%) dan 4.044 HS (25%). 
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Gambar 1 Sebaran temporal hotspot

  Figure 1 Temporal distribution of hotspot.
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Tabel 2 Sebaran dan kerapatan kebakaran menurut tipe lahan

Table 2 Distribution and density of fire based on land type

No.
Provinsi

(Province)

Luas (Area)

(ha)

Hotspot

(HS)

Kerapatan kebakaran

(Fire density)

Mineral 

(Mineral)

Gambut 

(Peat)

Mineral 

(Mineral)

Gambut 

(Peat)

Mineral 

(Mineral)

Gambut 

(Peat)

1. Kalimantan Barat 13.029.888,5 1.679.040,1 6.480 4.044 4 18

2. Kalimantan Selatan 3.623.933,6 106.169,2 3.121 402 6 28

3. Kalimantan Tengah 12.552.588,9 2.806.146,1 5.972 11.758 4 31

4. Kalimantan Timur 12.715.875,7 166.616,7 3.854 105 2 5

5. Kalimantan Utara 6.754.618,8 171.837,6 621 26 1 1

Jumlah (Total) 48.676.905,5 4.929.809,7 20.048 16.335 3 25

Sumber (Source): Pengolahan data (data processing).



22

Studi Syaufina & Sitanggang (2018) juga 
menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah 

menjadi provinsi dengan kejadian kebakaran 

paling tinggi di seluruh Kalimantan, terutama 

terjadi di Kabupaten Pulang Pisau.  

Titik kebakaran yang terjadi di lahan 

mineral juga tidak dapat begitu saja 

diabaikan, tercatat lebih dari 20 ribu HS 

(55%). Kebakaran terjadi di hampir di seluruh 

provinsi di Kalimantan dengan kisaran yang 

relatif setara sekitar 3 ribu hingga 6 ribu HS 

atau sekitar 15-30%. Pengecualian hanya di 

Kalimantan Utara di mana kebakaran lahan 

mineral yang terjadi mencapai 621 HS (tidak 

sampai 5%).

Dibandingkan dengan intensitas kejadian 

kebakaran secara keseluruhan, dari sisi 

kerapatan kebakaran untuk setiap luasan desa 

ternyata menunjukkan kecenderungan yang 

berbeda. Dalam konteks ini, untuk kejadian 

kebakaran permukaan di lahan gambut, 

kerapatan kebakaran relatif di Kalimantan 

Tengah masih yang tertinggi yaitu sebesar 31 

HS/desa, diikuti dengan Kalimantan Selatan 

dalam kisaran yang tidak terlalu jauh yaitu 

sebesar 28 HS/desa. Fakta ini cukup menarik. 

Meskipun frekuensi kejadian kebakaran 

permukaan lahan gambut di Kalimantan 

Selatan ’hanya’ sekitar sepersepuluh 

dibandingkan Kalimantan Barat namun 

kerapatan kebakaran relatif menurut luasan 

desa di Kalimantan Selatan (28 HS/desa) jauh 

lebih besar dibandingkan dengan Kalimantan 

Barat (18 HS/desa). Hal ini dikarenakan 

meskipun luas lahan gambut di Kalimantan 

Selatan lebih kecil jika dibandingkan dengan 

Kalimantan Barat (hanya sekitar 6%-nya) 

namun terjadi cukup intensif sehingga 

secara luasan relatif kerapatan kejadian 

kebakarannya memberikan nilai yang relatif 

lebih besar. Secara keseluruhan, kerapatan 

kebakaran permukaan di lahan gambut untuk 

seluruh Kalimantan sebesar 25 HS/desa.

Kerapatan kejadian kebakaran lahan 

mineral di tiga provinsi yaitu Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 

Barat menunjukkan tingkat kerapatan yang 

relatif setara yaitu sekitar 4-6 HS/desa. 

Kalimantan Tengah tetap menjadi provinsi 

dengan tingkat kerapatan kejadian kebakaran 

di lahan mineral yang tertinggi dibandingkan 

provinsi lainnya.

C. Karakteristik dan Kerapatan 

Kebakaran Menurut Tipe Penutupan 

Lahan

Data penutupan lahan terbagi dalam 23 

kelas. Untuk tujuan analisis studi, dilakukan 

penyesuaian atau generalisasi klasifikasi 
penutupan lahan menjadi lima kelas yaitu 

Hutan, Hutan Tanaman, Lahan yang 

Dikelola, Lahan yang Tidak Dikelola, dan 

Penutupan Lahan Lainnya. Pengelompokan 

ini tidak mendasarkan pada fungsi kawasan 

hutan/lahan namun lebih pada kenampakan 

penutupan lahan dan indikasi tingkat/

intensitas pengelolaan lahan yang dilakukan 

(Tabel 3). Adapun pola distribusi spasial 

hotspot, baik berdasarkan tipe lahan maupun 

tipe penutupan lahan disajikan pada Gambar 

2.

Dari hasil pengolahan data, tipe penutupan 

lahan di Kalimantan didominasi oleh Lahan 

yang Tidak Dikelola (49%) dan Lahan yang 

Dikelola (36%). Penutupan Hutan dan Hutan 

Tanaman, berturut-turut hanya sebesar 

10% dan 1% sedangkan selebihnya berupa 

Penutupan Lahan Lainnya. Berdasarkan 

Gambar 3, untuk keseluruhan Kalimantan 

terlihat bahwa tipe penutupan Lahan yang 

Tidak Dikelola memiliki kerapatan kebakaran 

yang paling tinggi (per satuan luasan desa) 

dibandingkan dengan penutupan lahan 

lainnya yaitu sebesar 15 HS/desa. Kerapatan 

kebakaran Lahan yang Dikelola sebesar 6 HS/

desa, sedangkan tipe Hutan hanya sebesar 1 

HS dengan satuan luasan yang sama.  

Penutupan Lahan yang Tidak Dikelola juga 

menunjukkan tingkat kerapatan kebakaran 

yang tertinggi hampir di setiap provinsi di 

Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah 

dan Kalimantan Barat masing-masing sebesar 

24 HS/desa dan 19 HS/desa. Penutupan Hutan 

di semua provinsi menunjukkan kerapatan 
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kebakaran yang paling rendah dibandingkan 

dengan tipe penutupan lahan lainnya, berkisar 

antara 1-2 HS untuk setiap luasan desa. 

Khusus di Provinsi Kalimantan Selatan, 

penutupan Hutan Tanaman menunjukkan 

tingkat kerapatan kebakaran yang tertinggi 

(12 HS/desa), diikuti dengan penutupan Lahan 

yang Tidak Dikelola sebesar 11 HS/desa. 

Lebih spesifik, kerapatan kebakaran 
di lahan mineral di setiap provinsi di 

Kalimantan (Gambar 4) juga didominasi oleh 

tipe penutupan Lahan yang Tidak Dikelola, 

terutama di Provinsi Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Barat. Masing-masing dengan 

kerapatan 10 HS/desa dan 11 HS/desa. 

Tipe penutupan Hutan juga menunjukkan 

kerapatan kebakaran yang terendah di semua 

provinsi dengan 1 HS/desa, bahkan untuk tipe 

penutupan ini di Provinsi Kalimantan Utara 

tercatat tidak ada potensi ancaman hotspot 

(kebakaran) dalam setiap luasan desa.

Tingkat kerapatan kebakaran di lahan 

gambut (Gambar 5) pada tipe penutupan 

Lahan yang Tidak Dikelola juga 

menunjukkan kecenderungan yang hampir 

sama di setiap provinsi di Kalimantan. Nilai 

kerapatan kebakaran tertinggi ada di Provinsi 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, 
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Tabel 3 Penyesuaian kelas penutupan lahan

Table 3 Modified land cover 

No.

Penutupan lahan, 

penyesuaian

(Modified land cover)

Cakupan, kode penutupan lahan

(Scope, land cover code)

Keterangan 

(Explanation)

1. Hutan (Forest) -	Hutan lahan kering primer (2001)

-	Hutan lahan kering sekunder/bekas 

tebangan (2002)

-	Hutan rawa primer (2005)

-	Hutan rawa sekunder/bekas tebangan 

(20051)

-	Hutan mangrove primer (2004)

-	Hutan mangrove sekunder/bekas 

tebangan (20041)

Kenampakan hutan

2. Hutan Tanaman

(Forest Plantation)

Hutan tanaman (2006) Kenampakan hutan tanaman 

dengan tujuan utama finansial, 
tingkat pengelolaan yang 

cukup intensif

3. Lahan yang Dikelola

(Managed land)

-	Perkebunan/kebun (2010)

-	Pertanian lahan kering (20091)

-	Pertanian lahan kering campur semak/

kebun campur (20092)

-	Sawah (20093)

Kenampakan tanaman 

perkebunan/tanaman 

musiman, tingkat pengelolaan 

yang cukup intensif

4. Lahan yang Tidak 

Dikelola (Unmanaged 
land)

-	Semak belukar (2007)

-	Semak belukar rawa (20071)

-	Savanna/padang rumput (3000)

-	Lahan terbuka (2014)

Kenampakan pohon relatif 

jarang/sedikit, tingkat 

pengelolaan cenderung tidak 

ada

5. Penutupan Lahan 

Lainnya (Others)

-	Tambak (20094)

-	Pemukiman/lahan terbangun (2012)

-	Transmigrasi (20122)

-	Pertambangan (20141)

-	Tubuh air (5001)

-	Rawa (50011)

-	Awan (2500)

-	Bandara/pelabuhan (20121)

Kenampakan lainnya yang 

tidak terkait langsung dengan 

tingkat pengelolaan lahan/

vegetasi

Sumber (Source): Pengolahan data (data processing).
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berturut-turut sebesar 53 HS/desa dan 52 HS/ 

desa. Secara umum, nilai kerapatan kebakaran 

di lahan gambut pada tipe penutupan Lahan 

yang Dikelola juga menunjukkan nilai 

tertinggi kedua, hampir di setiap provinsi. 

Tipe penutupan Hutan juga menunjukkan 

tingkat kerapatan kebakaran terendah, dengan 

pengecualian di Provinsi Kalimantan Selatan 

di mana tipe Hutan memiliki tingkat kerapatan 

kebakaran tertinggi kedua dengan tingkat 

yang sama dengan tipe penutupan Lahan yang 

Dikelola yaitu sebesar 27 HS/desa.

Dari analisis kerapatan kejadian kebakaran 

dengan tingkat satuan luasan setara wilayah 

desa, baik di lahan mineral maupun di lahan 

gambut menunjukkan bahwa tipe penutupan 

Lahan yang Tidak Dikelola menjadi 

wilayah yang paling besar potensi kejadian 
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Sumber (Source): Pengolahan data (data processing)

Gambar 2 Sebaran spasial hotspot berdasarkan tipe lahan dan penutupan lahan

  Figure 2 Fire distribution based on land cover and land type.

Sumber (Source): Pengolahan data (data processing)

Gambar 3 Kerapatan kebakaran berdasarkan tipe penutupan lahan

 Figure 3 Fire density based on land cover.



kebakarannya dibandingkan dengan tipe 

penutupan lahan lainnya, terutama seperti 

Lahan yang Dikelola, Hutan Tanaman, dan 

Hutan. Thoha et al.  (2014) dalam studinya 

di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan 

Tengah juga menyatakan bahwa lahan yang 

tidak dikelola dan area konservasi pada lahan 

gambut menjadi daerah yang paling rawan 

terhadap ancaman kebakaran hutan dan 

lahan, umumnya dengan tipe penutupan lahan 

berupa semak belukar dan rerumputan. Lebih 

lanjut, lahan yang tidak dikelola juga hampir 

selalu terbakar sepanjang musim kemarau 

(Thoha, Saharjo, Boer, & Ardiansyah, 2018).
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Sumber (Source): Pengolahan data (data processing)

Gambar 4 Kerapatan kebakaran di lahan mineral berdasarkan tipe penutupan lahan

 Figure 4 Fire density in the mineral land based on land cover.

Sumber (Source): Pengolahan data (data processing)

Gambar 5 Kerapatan kebakaran di lahan gambut berdasarkan tipe penutupan lahan

Figure 5 Fire density in the peat land based on land cover.
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Tipe penutupan Lahan yang Dikelola, 

Hutan Tanaman, dan Hutan mencerminkan 

adanya praktik pengelolaan lahan atau 

perlindungan di dalamnya. Semakin baik/

intensif manajemen pengelolaan suatu lahan 

maka potensi terjadinya kebakaran akan 

relatif lebih kecil. Lahan yang dikelola akan 

menjadi aset finansial bagi pihak pengelola 
sehingga pihak pengelola akan melakukan 

perlindungan dan pengamanan lahannya 

secara lebih intensif dari segala gangguan, 

di antaranya kebakaran. Menurut Thoha et 

al. (2019), salah satu penyebab lahan yang 

terlantar menjadi daerah yang rawan terhadap 

ancaman kebakaran antara lain dipicu oleh 

praktik/kebiasaan merokok para petani atau 

nelayan lokal.

Meskipun kedua tipe lahan (mineral dan 

gambut) menunjukkan kecenderungan yang 

sama terkait tipe penutupan lahan yang paling 

rentan terhadap kejadian kebakaran, dari sisi 

besaran magnitudonya, kerapatan kebakaran 

di lahan gambut menunjukkan perbedaan 

angka yang cukup signifikan. Kerapatan 
kebakaran di Lahan yang Tidak Dikelola 

pada lahan mineral sebesar 8 HS/desa, 

sedangkan di lahan gambut sebesar 53 HS/

desa. Hal ini menunjukkan potensi ancaman 

kejadian kebakaran menjadi lebih tinggi 

ketika kebakaran terjadi di lahan gambut. 

Kombinasi tipe penutupan Lahan yang Tidak 

Dikelola dengan karakteristik lokasi kejadian 

di lahan gambut meningkatkan risiko potensi 

terjadinya kebakaran hingga tujuh kali lipat 

jika dibandingkan dengan tipe penggunaan 

dan jenis lahan lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, pengelolaan 

terhadap lahan yang terlantar dapat menjadi 

salah satu pertimbangan dalam kebijakan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

Meskipun belum mampu menghentikan/

mencegah terjadinya kebakaran, setidaknya 

praktik pengelolaan lahan yang dilakukan 

secara lebih intensif mampu menekan potensi 

terjadinya kebakaran jika dibandingkan 

dengan apabila lahan tersebut tidak dikelola/

terlantar.

Selain itu, dengan menggunakan unit 

satuan analisis setara luasan desa, hasil studi 

ini dapat menjadi salah satu pertimbangan 

dalam mendorong kebijakan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan berbasis tapak 

atau lebih tepatnya desa/kelurahan. Desa 

merupakan unit administratif terkecil di 

tingkat tapak yang di dalamnya mencakup 

keberadaan pemangku kepentingan dan 

(potensi) ketersediaan personil dan alokasi 

anggaran. Hal ini juga didukung oleh fakta 

bahwa wilayah desa menjadi lokasi terjadinya 

kebakaran dan masyarakat desa menjadi 

pihak yang paling dekat dan potensial untuk 

melakukan pengendalian kebakaran secara 

lebih cepat ketika masih pada fase awal 

kebakaran (kebakaran kecil). Studi ini dapat 

mendukung implementasi kebijakan tersebut, 

terutama dalam penentuan prioritasisasi 

wilayah provinsi atau desa yang secara 

historis menunjukkan tingkat kebakaran 

yang paling tinggi, tidak hanya berpatokan 

pada identifikasi desa yang termasuk dalam 
kategori desa rawan kebakaran hutan dan 

lahan.

Satu hal yang harus menjadi catatan dalam 

studi ini bahwa pengolahan dan analisis 

data hanya dilakukan berdasar ketersediaan 

data dan informasi yang telah disebutkan 

di atas dan tidak dilakukan validasi dengan 

data lapangan karena keterbatasan sumber 

daya. Khusus data sebaran gambut, sangat 

dimungkinkan terjadinya perbedaan dan/atau 

perubahan di antara data peta yang digunakan 

dengan kondisi aktual gambut saat ini. Hal 

ini dikarenakan terdapat indikasi perubahan 

kondisi sebaran lahan gambut, antara lain 

karena terjadinya kebakaran, pembukaan 

lahan, degradasi lahan, dan sejenisnya. 

Namun demikian, sumber-sumber data dan 

informasi yang digunakan merupakan sumber 

yang valid. 

Studi ini juga mendeskripsikan kejadian 

kebakaran secara umum, tidak secara spesifik 
membedakan antara di mana dan kapan mulai 

terjadinya kebakaran (fire origin) dengan 

sejauh mana penyebaran kebakaran yang 
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terjadi (fire spread). Informasi atas kedua hal 

tersebut mungkin saja akan memberikan atau 

mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang 

diperoleh.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebakaran di Pulau 

Kalimantan terjadi di antara bulan Juli sampai 

November dengan puncak kebakaran pada 

bulan September dengan magnitudo kebakaran 

yang berbeda-beda antar-provinsi. Dari aspek 

pengelolaan lahan, lahan yang tidak dikelola/

terlantar mampu meningkatkan potensi 

terjadinya kebakaran. Hal ini terlihat dari 

tingkat kerapatan relatif kebakaran yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan tipe penutupan 

lahan yang dikelola secara intensif maupun 

penutupan hutan. Kombinasi keberadaan 

penutupan lahan yang tidak dikelola dan 

berada pada lahan gambut akan semakin 

meningkatkan potensi terjadinya kebakaran 

secara signifikan jika dibandingkan dengan 
kejadian kebakaran pada lahan yang dikelola 

dan berada pada tanah mineral. Lebih jauh, 

pengelolaan terhadap lahan yang terlantar, 

baik di lahan gambut maupun mineral dapat 

menjadi salah satu pertimbangan dalam 

kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan.

Tingkat kerawanan kebakaran pada 

suatu desa tidak hanya ditunjukkan oleh 

jumlah desa yang termasuk dalam kategori 

rawan kebakaran, namun lebih spesifik lagi 
dengan menggunakan tingkat kerapatan 

kebakaran yang terjadi pada suatu desa. Hal 

ini sangat mempengaruhi pertimbangan 

dalam prioritasisasi implementasi kebijakan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 

tingkat tapak.

B. Saran

Mempertimbangkan bahwa penyebab 

kebakaran hutan dan lahan sangat kompleks 

dan beragam maka perlu dilakukan kajian 

lebih lanjut terhadap masing-masing faktor 

tersebut, termasuk dalam konteks praktik 

pengelolaan hutan dan lahannya. Studi yang 

lebih spesifik yang dapat mengidentifikasi 
kapan dan di mana mulai terjadinya kebakaran 

dapat menjadi pijakan penting dalam upaya 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

dalam mencegah eskalasi kejadian kebakaran. 

Kajian atau studi dimaksud dapat dilakukan 

oleh peneliti, akademisi, pemangku kebijakan, 

maupun pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya.
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Lampiran 1. Sebaran, intensitas, dan kerapatan kebakaran

Appendix 1 Distribution, intensity, and density of hotspot

No. Provinsi (Province)
Luas (Area)

(ha)

Desa/ 

Kel.* 

(Village)

Hotspot (HS) Kerapatan 

hotspot (HS 

density)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jumlah (Total)

1. Kalimantan Barat 14.707.893,8 2.130 23 13 132 78 97 28 229 3.244 6.398 111 161 10 10.524 5

2. Kalimantan Selatan 3.729.757,5 1.869 14 32 17 3 51 69 86 390 1.807 598 411 45 3.523 7

3. Kalimantan Tengah 15.360.118,1 1.571 5 7 12 3 26 18 432 1.933 12.667 1.233 1.338 56 17.730 9

4. Kalimantan Timur 12.882.877,7 1.038 26 125 79 50 30 25 61 443 2.280 561 230 49 3.959 2

5. Kalimantan Utara 6.926.456,4 482 5 16 34 11 9 7 22 158 345 30 8 2 647 1

Jumlah 53.607.103,5 7.090 73 193 274 145 213 147 830 6.168 23.497 2.533 2.148 162 36.383 5

Sumber (Source): Pengolahan data (data processing); *BPS (2019).


